
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 58 TAHUN 2021

TENTANG
SEWA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BERUPA ALAT BERAT DAN ALAT PENDUKUNG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :a. bahwa untuk pelaksanaan sewa terhadap Barang Milik
Daerah yang dapat disewa berupa selain tanah dan/ atau

bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1)
huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

perlu diatur dengan Peraturan Bupati selaku Pemegang
kekuasaan pengelolaan barangmilik daerah,

b. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf b Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk barang
milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan
Formula tarif/besaran sewa ditetapkan oleh Bupati,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sewa Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berupa Alat

Berat dan Alat Pendukung Lainnya,

Mengingat 11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234): sebagaimana telah diubah

dengan undang-undang Nomer 15 Tahun 2019 tentang
perubahan atas undang-undang Nomer 12 tahun 2011

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398):
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5429):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran

.Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547),

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 20 Tahun
2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang
Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016

Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BERUPA ALAT BERAT DAN ALAT PENDUKUNG LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barangmilik daerah adalah Kepala Daerah

Sekretaris Daerah adalah pengelola barangmilik daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi

pengelolaan barang milik daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi

pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
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BAB II

PRINSIP UMUM DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Penyewaan barangmilik daerah dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak

dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah,
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan

fungsi Pengguna Barang: dan/atau
C. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak

sah.

(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan

pemerintah Kabupaten dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. Jenis barang dan Formula Tarif/Besaran Sewa, dan

b. Tata cara pelaksanaan sewa.

BAB III

JENIS BARANG DAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA
Pasal 4

Jenis barang milik daerah dan formula tarif/besaran sewa yang dimaksud dalam

Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Bupati ini.

Pasal5

(1) Formula tarif/besaran sewa barangmilik daerah ditetapkan oleh Bupati:
a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dan

b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan

dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah besaran nilai

nominal sewa barangmilik daerah yang ditentukan.
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(1)

(2)

(3)

(1)

2)

3)

(1)

(2)

Pasal 6

Formula tarif sewa barangmilik daerah merupakan hasil perkalian dari:
a. tarif pokok sewa, dan
b. faktor penyesuai sewa.
Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan
untuk:
a. barangmilik daerah berupa tanah,
b. barang milik daerah berupa bangunan,
c. barangmilik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan, dan
d. barangmilik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
Tarif pokok sewa barangmilik daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal7

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

meliputi:
a. jenis kegiatan usaha penyewa,
b. bentuk kelembagaan penyewa, dan

Cc. periodesitas sewa.

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam

persentase.
Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati.

Pasal 8

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
huruf a dikelompokkan atas:

a. kegiatan bisnis,
b. kegiatan non bisnis, dan
c. kegiatan sosial.

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan,
antara lain:

a. perdagangan:
b. jasa, dan
c. industri.
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(3)

(4)

(1)

(2)

Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang
diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah
tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun
immateril:

b. penyelenggaraan pendidikan nasional,
Cc. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan

dalam rangkamenunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang, dan

d. dkegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa

yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau
tidak terdapat potensi keuntungan,
kegiatan sosial,

kegiatan keagamaan:

kegiatan kemanusiaan,

kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan

kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria social.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu
Pihak Penyewa

Pasal 9

Pihak lain yang dapat menyewa barangmilik daerah, meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara,
b. Badan Usaha Milik Daerah,
c. Swasta, dan

d. Badan hukum lainnya.
Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:

a. perorangan,

persekutuan perdata,

persekutuan firma,

persekutuan komanditer:

perseroan terbatas,

b.

e.

£

b.
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f.

&
h.

lembaga/organisasi internasional/asing,
yayasan, atau

koperasi.

Pasal 10

Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang
dikelompokkan sebagai berikut:

a. pertahun,
b. perbulan,
c. per hari, dan
d. perjam,

Bagian Kedua

Pejanjian Sewa

Pasal 11

(1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang

ditandatangani oleh penyewa dan Pengelola Barang, untuk barang milik

daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Pengelola barang dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan

perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna

Barang.

(3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a.

&.

h.

dasar perjanjian,
para pihak yang terikat dalam perjanjian,

jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu:
besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa,

tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu sewa,

peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori
bentuk kelembagaan penyewa,
hak dan kewajiban para pihak, dan

hal lain yang dianggap perlu.

(9) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 0)
dilakukan di kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).

(5) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa

ditanggung penyewa.

b.

c.

£
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(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Pembayaran Sewa

Pasal 12

Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2

(dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik
daerah.

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan

dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau

menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3)

dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada

lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Pasal 13

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk

mempersiapkan usulan sewa.

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Calon penyewa mengajukan surat permohonan kepada Pengguna Barang
disertai dokumen pendukung.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. Data calon penyewa,
b. Latar belakang permohonan,
c. Jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa, dan

d. Peruntukan sewa.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakiln

pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon

penyewa berbentuk hukum/badan usaha,

8



(1)

(2)

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara

barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama

jangka waktu sewa, dan

c. Data barangmilik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 15

Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a,
terdiri dari:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Fotokopi NPWP,

Fotokopi SIUP, dan
d. Data lainnya.
alam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya

dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

»

Pasal 16

Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk menguji atas kelayakan

penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kelima

Pemeliharaan Sewa

Pasal 17

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barangmilik daerah yang disewa.

Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah

menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap
untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu

sewa.

a.

b.

Da
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(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force
majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Bagian Keenam

Pengakhiran Sewa
Pasal 18

Sewa berakhir apabila:
a. Berakhirnya jangka waktu sewa,
b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan

pencabutan persetujuan sewa oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola

Barang,

pengawasan dan pengendalian, dan

d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa

dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan

peruntukannya.
(2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang

milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah

Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah

bersangkutan.
(4 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Ketujuh
Ganti Rugi
Pasal 20

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan

hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedelapan
Denda Sanksi

Pasal 21

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:
a.

(1)

(2)

penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat
berakhirnya jangka waktu sewa,
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) belum dilakukan
atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa:
dan/atau
penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 belum selesai
dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 22

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah
belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa surat peringatan.
Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah

belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kesembilan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pasal 23

Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara yang pelaksanaannya melalui Organisasi Perangkat
Daerah Pengguna Barang

li
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Apabila barang milik daerah yang disewakan berdasarkan Peraturan Bupati ini
sudah ditetapkan sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan
Peraturan Daerah, maka tarif sewa terhadap jenis barang milik daerah yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini menjadi batal dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah Ditetapkan di Muara Rupit
sesuai dengan peraturan perindang-undangan pada tanggal t Maret 2021

Kepala Bastian Bukan
Setda Kab. Musi Rawas Utara, , BUPATI MUSI RAWAS UTARA,Wa

ROZALL S.IP.
Pembina Tk.LIV.b

NTP. 19641011 198603 1 We
DEVI SUHARTONI

Diundangkan di M Rupit
Pada Tanggal tt 2021

I RAWAS UTARA,

/ BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR

12

,

SEKRETARIS DA
KABUPATEN

ALWI ROHAM



 

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor :389 Tahun 2021

Tanggal : | (yaret 2021

TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN ALAT PENDUKUNG LAINNYA

t BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
Sudah ditelaah

sesuai dengan peraturan perundang-undanyas

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas tara,

DEVI SUHARTONI

ROZALL S.IP,
Pembina Th.L1Y.h

NU 19641011 198603 1 Walk

TARIF SEWA
NO OBJEK SEWA SATUAN TARIF DASAR (Rp.)TARIF
1 | Baby Roller Per Jam 150.000,00
2 | Backhoe Loader CAT Per Jam 300.000,00
3 | Core Drill Aspal Per Sample 50.000,00
4 | Core Drill Beton Per Sample 75.000,00
5 |Dump Truk Mitsubishi Per Jam 90.000,00
6 | Exacavator Per Jam 450.000,00
7 | Mobil Skylift Per Jam 100.000.00
8 | Motor Grader CAT Per Jam 450.000,00
9 | Motor Grader Tiangong Per Jam 400.000,00
10 | Stamper Kodok Per Jam 25.000,00
11 | Tandem Roller Per Jam 350.000,00
12 | Truk Tronton Crane Per Jam 550.000,00
13 | Vibrator Roller Per Jam 350.000,00
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